
BUPATI KONAWE UTARA 
PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA 

NOMOR y TAHUN 2019 

TENTANG 

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT 

DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KONAWE UTARA, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 226 ayat (1) 
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah perlu adanya rincian pelimpahan 
sebagian urusan Bupati kepada Camat; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati 
tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada 
Camat. 

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi 
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4389); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubab 
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
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tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tabun 2014 tentang Pemerintaban Daerab (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tabun 2005 tentang 
Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintaban Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tabun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tabun 2008 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 
2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4826); 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tabun 
2016 tentang Perangkat Daerab (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tabun 2010 
tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu 
Kecamatan; 

10. Peraturan Daerab Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tabun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerab Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerab 
Kabupaten Konawe Utara Tabun 2016 Nomor 87 ) 
sebagaimana telah diubab beberapa kali terakbir dengan 
Peraturan Daerab Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tabun 
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerab 
Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tabun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerab Kabupaten 
Konawe Utara (Lembaran Daerab Kabupaten Konawe Utara 
Tabun 2019 105). 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA 
CAMAT 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
a. Daerab adalab Kabupaten Konawe Utara; 
b. Pemerintaban Daerab adalab penyelen^araan Urusan 

Pemerintaban oleb Pemerintah Daerab d£in Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerab menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 



sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tabun 1945. 

c. Pemerintab Daerab adalab Kepala Daerab sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintaban yang menjadi 
kewenangan daerab otonom. 

d. Bupati adalab Bupati Konawe Utara; 
e. Sekretaris Daerab adalab Sekretaris Daerab Kabupaten 

Konawe Utara; 
f. Kecamatan adalab bagian wilayah dari Daerab yang 

dipimpin oleb camat sebagai perangkat Daerab; 
g. Camat adalab pemimpin dan coordinator penyelenggaraan 

pemerintaban di wilayah kei ja kecamatan yang dalam 
pelaksanaan tugasnya memperoleb pelimpahan 
kewenangan pemerintaban dari Bupati untuk menangani 
sebagian urusan otonomi daerab dan menyelenggarakan 
tugas umum pemerintaban; 

b. Pelimpahan wewenang adalab penyeraban tugas, bak, 
kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non 
perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama 
penerima wewenang; 

i . Pelimpahan kewenangan adalab pelimpahan sebagian 
kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan 
urusan pemerintaban daerab. 

BAB I I 
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG 

Pasal 2 

(1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerab sebagai pelaksana 
teknis kewilayaban yang mempunyai wilayah kerja tertentu 
dan dipimpin oleb Camat. 

(2) Camat berkedudukan di bawab dan bertanggung jawab 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerab. 

Pasal 3 

(1) Camat selain melaksanakan kewenangan yang menjadi 
urusan sendiri juga melaksanakan sebagian kewenangan 
yang dilimpahkan dalam penyelenggaraan urusan 
Pemerintab Daereib. 

(2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi kewenangan dalam melaksanakan 
sebagian urusan wajib dan pilihan. 

(3) Pelinipahan sebagian kewenangan pelaksanaan urusan 
pemerintaban wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
meliputi sebagian kewenangan urusan yang berkaitan 
dengan pelayanan dasar dan urusan bukan berkaitan 
dengan pelayanan dasar. 



(4) Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 
y a k n i : 
a. bidang pendidikan; 
b. bidang kesehatan; 
c. bidang pekeijaan umum dan penataan ruang; 
d. bidang perumaban rakyat dan kawasan 

permukiman; dan 
e. bidang sosial. 

(5) Urusan wajib bukan berkaitan dengan pelayanan dasar, 
yakni : 
a. bidang tenaga kerja; 
b. bidang pemberdayaan perempuan dan perlin- dungan 

anak; | 
c. bidang pangan; 
d. bidang pertanaban; 
e. bidang lingkungan bidup; 
f. bidang administrasi kependudukan dan pencatatan 

sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa; 
g. bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana 
b. bidang perbubungan; 
i . bidang komunikasi dan informatika; 
j . bidang koperasi usaba kecil dan menengab; 
k. bidang kepemudaan dan olabraga, kebudayaan; dan 
1. bidang perpustakaan dan kearsipan. 

(6) Pelimpaban sebagian kewenangan pelaksanaan urusan 
sebagaimana dimaksud ayat (2), meliputi: 
a. bidang kelautan dan perikanan; 
b. bidang pariwisata; 
c. bidang pertanian; 
d. bidang perdagangan; dan 
e. bidang perindustrian dan transmigrasi. 

(7) Sub-sub urusan yang dilimpahkan sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak 
terpisabkan dari Peraturan Bupati ini. 

(8) Pelimpaban kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(7) disertai denggm pembiayaan sesuai kemampuan 
keuangan Daerab. 

(9) Pelaksanaan kewenangan dalam penyelen^^raan urusan 
sebagaimema dimaksud pada ayat (7) memperhatikan tata 
cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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B A B I I I 
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN 

Pasal 4 

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terbadap 
penyelenggaraan keweneingan dalam pelaksanaan urusan 
yang dilimpabkan dari Bupati kepada Camat sesuai 
ketentuan peraturan perundang undangan. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
sosialisasi, pemantauan, dan bimbingan teknis terkait norma, 
standar, pedoman, dan kriteria dari bidang urusan yang 
dilaksanakan oleb Perangkat Daerab. 

(3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan secara fiangsional sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 5 

(1) Setiap tabun Bupati melalui Sekretaris Daerab melakukan 
pemantauan dan evaluasi kepada Camat terkait 
penyelenggaraan kewenangan yang dilimpabkan oleb 
Bupati. 

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai 
baban kajian pengembangan kecamatan dalam fungsinya 
sebagai garda depan pelayanan masyarakat. 

(3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mendasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB I V 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 6 

Semua kebijakan teknis operasional yang telab dilaksanakan 
oleb Camat sesuai kewenangannya tetap berlaku sampai 
dengan satu tabun Peraturan Bupati ini ditetapkan, dan 
selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini. 



BAB V I 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetabuinya, memerintabkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerab Kabupaten Konawe Utara. 

Ditetapkan di Wanggudu , 
Pada tanggal, ^ ^ i A u 4 r ( 2019 

BUPATI KONAWE UTARA, If 

H. R U K S A M I N A 

Diundangkan di Wanggudu 
Pada tanggal, g -^dmx^tri 2019 

^ SEKRETARIS DAERAH,/ I V 

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2019 NOMOR 
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L A M P I R A N : P E R A T U R A N B U P A T I K O N A W E U T A R A T E N T A N G P E L I M P A H A N S E B A G I A N 
K E W E N A N G A N B U P A T I K E P A D A CAMAT 
N G M G R : t£ T A H U N 2019 
T A N G G A L : g ^ ^ U A M 9 ^ 1 ^ 

RINCIAN PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI K E P A D A CAMAT 

NO URUSAN 
KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN 

1 2 3 

I . URUSAN WAJIB 

1 PENDIDIKAN 

a . Per i z inan 

b. Non perizinsm 

1 Pember ian s u r a t i z in berd i r inya Pusa t Kegiatan Be la jar 
Masya raka t (PKBM) a . Per i z inan 

b. Non perizinsm 
2 Rekomendas i u s u l r encana pend i r ian seko lah T K , S D S w a s t a , 

S M P S w a s t a 

a . Per i z inan 

b. Non perizinsm 

3 Koord inas i da l am penyelenggaraan pend id ikan T K / S D , SMP. 

a . Per i z inan 

b. Non perizinsm 

4 Penyelenggaraan pembinaan tenaga pengajar 

a . Per i z inan 

b. Non perizinsm 

5 Fas i l i t a s i pen ingkatan peran ser ta m a s y a r a k a t d i bidang 
pendid ikan. 

a . Per i z inan 

b. Non perizinsm 

6 Fas i l i t a s i , pendataan dan pengawasan s a r a n a d a n p r a s a r a n a 
pend id ikan dasar . 

a . Per i z inan 

b. Non perizinsm 

7 Fas i l i t a s i pe l aksanaan Pend id ikan A n a k U s i a D i n i (PAUD) 

a . Per i z inan 

b. Non perizinsm 

8 Fas i l i t a s i , p e n y u s u n a n r encana , pengadaan, d i s t r ibus i , 
pendayagunaein, perawatan s a r a n a p r a s a r a n a t e i i i i a suk 
in f r as t ruk tu r T K , S D , S M P , ser ta program Pend id ikan L u a r Seko lah 
(PLS) . 

a . Per i z inan 

b. Non perizinsm 

9 Fas i l i t a s i , perencanaan, penetapan d a n pendi r ian dan penutupan 
T K , S D , S M P , se r ta program Pend id ikan L u a r Seko lah (PLS) , se r ta 
m e l a k u k a n pengendal ian terhadap pe l aksanaannya . 

a . Per i z inan 

b. Non perizinsm 

10 Pengawasan pendayagunaan b a n t u a n s a r a n a d a n p r a s a r a n a 
pendid ikan 

a . Per i z inan 

b. Non perizinsm 

11 Pengawasan s a t u a n pendid ikan a n a k u s i a d in i 

a . Per i z inan 

b. Non perizinsm 

12 Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas-tugas Un i t 
P e l aksana T e k n i s D a e r a h (UPTD) 

2 K E S E H A T A N 

Non per iz inan 13 Pember ian s u r a t terdaftar penyehat t rad is ional d u k u n bajd Non per iz inan 

14 Pember ian s u r a t terdaftar penyehat t rad is ional pijat 

Non per iz inan 

15 Pember ian s u r a t terdaftar penyehat t rad is iona l tenaga da l am 

Non per iz inan 

l b Pember ian s u r a t terdaftar penyehat t rad is iona l bong sup i t 

Non per iz inan 

17 Pember ian su ra t terdaftar penyehat t radis ional tabib 

Non per iz inan 

18 Pember ian su ra t terdaftar penyehat t rad is iona l s inshe 

Non per iz inan 

19 Pember ian su ra t terdaftar penyehat t rad is iona l t u k a n g j a m u 

Non per iz inan 

20 Pember ian su ra t terdaftar penyehat t rad is ional r a m u a n 

Non per iz inan 

2 1 Pember ian su ra t terdaftar penyehat tradisioned sp i r i tua l (agama) 

Non per iz inan 

22 Pember ian s u r a t terdaftar penyehat t rad is ional paranorma l . 

Non per iz inan 

2 3 Rekomendas i tempat u s a b a i s i u l ang depot a i r m i n u m i s i u l ang 

Non per iz inan 

24 Koord inas i operasional p e n a n ^ j i l a n g a n masals ih keseha tan 
ak iba t bencana dan w a b a h d i k ecamatan 

Non per iz inan 

2 5 Koord inas i pencegEihan gizi b u r u k d i k ecamatan 

Non per iz inan 

2 6 Koord inas i u p a y a p e n u r u n a n Angka Kemat i an I bu (AKI) , A n g k a 
Kemat i an B a y i (AKB) d a n angka kemat i an bal i ta d i kecamatan . 

Non per iz inan 

27 Koordinas i d a n fas i l i tas i pencegahan d a n penanggulangan 
penya lahgunaan, na rko t i ka , obat ter larang, ps ikotrop ika, zat 
ad ikt i f dan b a b a n berbabaya d i w i l ayabnya . 

Non per iz inan 

28 Pemberdayaan m a s y a r a k a t b idang keseha tan me la lu i tokoh. 
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RINCIAN PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI K E P A D A CAMAT 

NO URUSAN 
KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN 

1 2 3 
kelompok masyaraka t , o rmas , dan d u n i a u s a h a (transfer 
knowledge dan sk i l l tentang pengetahuan kesehatan dan gerakan 
masya raka t sehat 

29 B imb ingan dan pengendal ian kegiatan pengobatan tradis ional . 

30 Fas i l i t a s i penyelenggaraan upaya s a r a n a kesehatan . 

3 1 Pengawasan pe layanan Pusa t Kesehatan Masyarakat . 

3 LINGKUNGAN HIDUP 

Non per iz inan 
32 Pe layanan dokumen l ingkungan u n t u k r encana u s a h a dan/a tau 

kegiatan tertentu yang t idak men imbu lkan dampak penting 
terbadap l ingkungan b idup 

Non per iz inan 

33 Koordinas i pengawasan kond is i l aban dan/a tau tanab di w i layah 
kecamatan 

Non per iz inan 

34 Koord inas i pengawasan k a w a s a n yang beresiko r a w a n bencana d i 
w i l ayah kecamatan . 

Non per iz inan 

35 Koord inas i pengawasan a tas pengendal ian k e r u s a k a n dan/a tau 
pencemaran l ingkungan b idup yang berka i tan dengan k e b a k a r a n 
h u t a n dan/a tau yang berdampak a t au d ipe rk i rakan dapat 
berdampak di w i l ayah kecamatan . 

Non per iz inan 

36 Koord inas i dan pe l aksanaan pelestar ian keanekaragaman bayat i 

Non per iz inan 

37 Fas i l i t a s i penyelesaian sengketa l ingkungan bidup d i l u a r 
pengadi lan 

Non per iz inan 

38 Fas i l i t a s i sos ia l i sas i pe ra turan perundang - undangan b idang 
l ingkungan bidup. 

Non per iz inan 

39 Fas i l i t a s i pengawasan peredaran s a t w a dan t u m b u h a n di l indungi 
t ingkat kecamatan . 

Non per iz inan 

40 Fas i l i t a s i penerapan teknologi tepat guna dan r amab l ingkungan 

4 P E K E R J A A N UMUM DAN PENATAAN RUANG 
a. Per iz inan 

b. Non per iz inan 

4 1 Pemberian/penerbi tan Iz in Mendi r ikan B a n g u n a n (1MB) dengan 
k r i t e r i a sebagai ber ikut : 

a . Per iz inan 

b. Non per iz inan 

a. b u k a n bangunan Pemerintab; 

a . Per iz inan 

b. Non per iz inan 

b. b u k a n bangunan perumaban/Master ; 

a . Per iz inan 

b. Non per iz inan 

c. b u k a n bangunan Komers ia l ; 

a . Per iz inan 

b. Non per iz inan 

^ letak bangunan di l ua r j a l a n Prov ins i 
dan Negara; 

a . Per iz inan 

b. Non per iz inan 

letak bangunan b u k a n di r e n c a n a 
^' K a w a s a n Strategis; 

a . Per iz inan 

b. Non per iz inan 

f. bangunan sederbana t idak bert ingkat; 

a . Per iz inan 

b. Non per iz inan 

l u a s bangunan t idak lebib dar i 100 m^ (seratus meter 
^' persegi); dan 

a. Per iz inan 

b. Non per iz inan 42 Penerbitan sura t keterangan r encana Kabupaten (advice planning] 
s k a l a kecamatan 

5 PERUMAHAN R A K Y A T DAN KAWASAN PERMUKIMAN 
Non per iz inan 4 3 Fas i l i t as i sos ia l i sas i Norma S tandar Pedoman Manua l (NSPM) 

penyediaan l aban u n t u k pembangunan pe rumahan di kecamatan . 
Non per iz inan 

44 Fas i l i t a s i sos ia l i sas i pe ra turan perundang - undangan bidang 
pe rumaban da lam rangka mewu judkan j a m i n a n kepas t ian b u k u m 
dan per l indungan b u k u m da lam b e n n u k i m di kecamatan . 

Non per iz inan 

45 Pengelolaan sampah d i m a s y a r a k a t t ingkat kecamatan . 
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RINCIAN PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI K E P A D A CAMAT 

NO URUSAN 
KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN 

1 2 3 

6 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 

Non per i z inan 
46 Rekomendas i pendir ian k l u b o labraga 

Non per i z inan 

47 Koord inas i b idang kepemudaan dan keolabragaan d i kecamatan . 

Non per i z inan 

48 Pembinaan d i b idang kepemudaan dan keo labragaan d i 
kecamatan . 

Non per i z inan 

49 Fas i l i t a s i akt i v i tas kepemudaan di kecamatan . 

Non per i z inan 

50 Fas i l i t a s i pembangunan pusat pemberdayaan pemuda d i 
kecamatan . 

Non per i z inan 

5 1 Pengawasan d i b idang kepemudaan dan keolabragaan d i 
kecamatan . 

7 K O P E R A S I DAN USAHA K E C I L DAN MENENGAH 
Per iz inan 52 Penerbi tan Iz in U s a b a Mikro Kec i l kepada pe laku U s a b a Mikro 

kec i l d i kecamatan 

8 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN S I P I L 
Non per iz inan 53 Pe layanan pendaftaran penduduk : Lega l isas i fotokopi Dokumen 

K a r t u Ke luarga , K a r t u T a n d a Penduduk, dan K a r t u Ident i tas A n a k 

9 TENAGA K E R J A 

Non per iz inan 
54 Koord inas i Pendaftaran pencar i ker ja u n t u k Antar Ke r j a Loka l 

(AKL) . Non per iz inan 

55 Koord inas i Penyelenggaraan penerapan teknologi tepat guna . 

Non per iz inan 

56 Koord inas i Penyebar luasan Infoi i nas i Pasa r Ker ja ( IPK). 

10 PANGAN 
Non per iz inan 57 Rekomendas i Pengajuan d a n a program. Non per iz inan 

58 Koord inas i P e l aksanaan penyu luban per tan ian pe r i kanan d a n 
kebu tanan . 

Non per iz inan 

59 Koord inas i pencegaban dan pengendal ian masa lab pangan 
sebagai ak ibat m e n u r u n n y a ketersediaan pangan t ingkat 
kecamatan . 

Non per iz inan 

60 Koord inas i pangan dan penya lu ran pangan u n t u k kelompok 
r a w a n pangan t ingkat kecamatan . 

Non per iz inan 

6 1 Koord inas i pencegaban dan penanggulangan masa lab pangan 
sebagai ak ibat m e n u r u n n y a m u t u , gizi dan k e a m a n a n m a k a n a n di 
w i layab kecamatan . 

Non per iz inan 

62 Koord inas i pengembangan dan fas i l i tas i forum ke tabanan pangan 
m a s y a r a k a t kecamatan . 

Non per iz inan 

63 Koordinas i pengidenti f ikasian terbadap potensi sumber daya dan 
produks i pangan ser ta ke ragaman k o n s u m s i pangan masya raka t 
t ingkat kecamatan . 

Non per iz inan 

64 Koord inas i pengidenti f ikasian cadangan pangan m a s y a r a k a t 
t ingkat kecamatan . 

Non per iz inan 

65 Koord inas i pengidenti f ikasian kelompok r a w a n pangan di w i layab 
kecamatan . 

Non per iz inan 

66 Koord inas i pengidenti f ikasian Lembaga Swadaya Masyaraka t 
(LSM) yang bergerak pada ke tabanan pangan dan tokoh 
masya raka t kecamatan . 

Non per iz inan 

67 Koord inas i Pengumpulan da ta u n t u k menganal is is in formasi 
k e t abanan pangan dan tokob m a s y a r a k a t kecamatan 

Non per iz inan 

68 Koord inas i pengidenti f ikasian Lembaga Swadaya Masyaraka t 
(LSM) yang bergerak pada ke tabanan pangan dan tokob 
m a s y a r a k a t kecamatan . 

Non per iz inan 

69 Pengawasan terbadap kegiatan L S M 
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RINCIAN PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI K E P A D A CAMAT 

NO URUSAN 
KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN 

1 2 3 

11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 
Non per iz inan 70 Koord inas i pe l aksanaan Pengarus U tamaan Gender (PUG) d i 

w i l ayah kecamatan . 
Non per iz inan 

7 1 Koord inas i keb i jakan program Anggaran Responsip Gender 
(ARG)/Program Perencanaan Penganggaran Rensponsip Gender d i 
w i l ayah kecamatan . 

Non per iz inan 

72 Koord inas i pe l aksanaan keb i j akan pemberdayaan perempuan dan 
per l indungan a n a k di w i l ayah kecamatan . 

Non per iz inan 

to Kooru inas i pe iaKsanaan Keoi jaKan per i inuungan l e rnauap 
keke rasan terhadap perempuan, dan a n a k di w i l ayah kecamatan . 

Non per iz inan 

74 Koord inas i ne l aksanaan Keb i i akan terbadan oenaneanan korban 
keke rasan terbadap perempuan dan a n a k d i w i layab kecamatan . 

Non per iz inan 

75 Fas i l i t a s i P e n y u s u n a n da ta pi lab gender dan a n a k d i w i layab 
kecamatan 

Non per iz inan 

76 Fas i l i t a s i pe l aksanaan Kegiatan G e r a k a n Sayang I bu/Kecamatan 
Sayang Ibu di wi layab kecamatan 

Non per iz inan 

77 Fas i l i t a s i penguatan ke lembagaan a t a u organisas i m a s y a r a k a t 
u n t u k m e l a k s a n a k a n pengarusu tamaan gender d i w i layab 
kecamatan 

Non per iz inan 

78 Fas i l i t as i pengintegrasian keb i jakan terhadap per l indungan 
perempuan dan a n a k korban keke rasan s eka l a kecamatan 

Non per iz inan 

79 Penyelenggaraan pengumpulan, pengolaban dan informasi 
tentang pengarusutamaan gender di w i layab kecamatan . 

Non per iz inan 

80 Penyelenggaraan pelaporan pe l aksanaan bas i l pendataan d a n 
s is tem informasi k eke rasan perempuan dan a n a k di w i l ayah 
kecamatan . 

Non per iz inan 

8 1 Penyelenggaraan keb i jakan per l indungan perempuan t e ru tama 
per l indungan terbadap keke rasan perempuan dan a n a k korban 
k e k e r a s a n di w i layab kecamatan 

12 K E L U A R G A BERENCANA DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 

Non per iz inan 
82 Koord inas i peny iapan s a r a n a dan p r a s a r a n a pe layanan 

kontraseps i yang d i l a k u k a n di kecamatan . Non per iz inan 

83 Fas i l i t as i Pendataan, P emutakb i r an dan input da ta Ke luarga 
Se jabtera 

Non per iz inan 

84 Fas i l i t a s i Pembinaaan Ke luarga Se jabtera , dan pembinaan 
ke tabanan Ke luarga Se jabtera 

Non per iz inan 

85 Fas i l i t a s i Pembinaan Kelompok U s a h a Ekonomi Produkt i f da l am 
m e n d u k u n g konsep ekonomi ke rakya tan 

Non per iz inan 

86 Fas i l i t a s i inovasi terbadap kema juan kelompok-kelompok u s a b a 
ekonomi produkt i f warga b inaan 

Non per iz inan 

87 Pe l aksanaan informed choice dan informed consent da l am r a n g k a 
program Ke luarga B e r e n c a n a (KB ) . 

Non per iz inan 

88 Fas i l i t a s i pe l aksanaan j a m i n a n dan pe layanan Ke luarga 
B e r e n c a n a (KB ) , pen ingkatan par t i s ipas i pr ia , penanggulangan 
masa l ab kesehatan reproduks i ser ta ke langsungan b idup i bu , 
bay i dan a n a k d i w i layab kecamatan 

Non per iz inan 

89 Fas i l i t a s i Pen ingkatan kese taraan dan kead i lan gender t e ru tama 
par t i s ipas i Ke luarga B e r e n c a n a (KB) p r i a da lam pe laksanaan 
program pe layanan Ke luarga B e r e n c a n a (KB) dan kesehatan 
reproduks i . 

13 PERHUBUNGAN 
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Non per iz inan 

90 Perencanaan penyelenggaraan pemasangan ser ta pemel iharaan 
fasi l i tas r ambu- rambu j a l a n desa. 

14 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

Non per i z inan 

9 1 Koord inas i dan fas i l i tas i kegiatan forum k o m u n i k a s i dan 
in formasi da lam rangka pemberdayaan kelompok k o m u n i k a s i 
sos ia l d i w i l ayah kecamatan . Non per i z inan 

92 Koordinas i dan fas i l i tas i penyebar luasan in formasi tentang 
program pembangunan d i kecamatan . 

Non per i z inan 

93 Fas i l i t as i Pengawasan terhadap p e n y e l e n ^ a r a a n j a r i n g a n / j a s a 
t e l ekomunikas i dan penyelenggaraan te l ekomunikas i k h u s u s 
u n t u k keper luan peny iaran yang c a k u p a n a r eanya kecamatan . 

Non per i z inan 

94 Fas i l i t a s i pendataan u s a b a j a s a t e l ekomunikas i d i w i l ayah 
kecamatan . 

15 PERTANAHAN 

Non per iz inan 
95 Koord inas i aspek sos ia l k e m a s y a r a k a t a n da lam pemrosesan i z in 

lokas i . Non per iz inan 

96 Koord inas i penyelesaian sengketa tanab garapan. 

Non per iz inan 

97 Koordinas i penyelesaian masa l ab t anah kosong. 

Non per iz inan 

)yO r d M l i L d M p c i i y C l C X l g g d l d d l l p C i l g d U d d l l L d l i d i i U i l L U K 
pembangunan bagi kepent ingan u m u m . 

Non per iz inan 

y y r a s u i t a s i penyelesaian m a s a i a n ganti Kc rug ianaan s a n t u n a n 
tanab u n t u k pembangunan bagi kepent ingan u m u m . 

Non per iz inan 

100 Fas i l i t a s i penetapan subyek dan obyek red is t r ibus i t a n a h se r ta 
ganti kerug ian t anah ke leb ihan m a k s i m u m dan tanab Absentee. 

Non per iz inan 

101 Fas i l i t a s i pemanfaatan t anah kosong. 

Non per iz inan 

102 Fas i l i t a s i perencanaan penggunaan tanab d i kecamatan . 

Non per iz inan 

103 Penyelenggaraan pener imaan permohonan dan pemer iksaan 
ke lengkapan persyara tan iz in l okas i di w i layab kecamatan . 

Non per iz inan 

104 Penyelenggaraan pembuatan tugu batas desa di kecamatan . 

Non per iz inan 

105 Pe l aksanaan pen in jauan lokas i da l am r a n g k a penyelesaian i z in 
l okas i d i kecamatan 

Non per iz inan 

106 Penetapan lokas i pengadaan t anah u n t u k kepent ingan u m u m di 
kecamatan . 

Non per iz inan 

107 Pe l aksanaan sos ia l i sas i pengadaan t anah u n t u k kepent ingan 
u m u m di kecamatan . 

Non per iz inan 

108 Pe l aksanaan inventar i sas i pengadaan tanab u n t u k kepent ingan 
u m u m di kecamatan . 

Non per iz inan 

109 Penyelesaian dampak sengketa t anah garapan di w i l ayah 
kecamatan . 

Non per iz inan 

110 Inventar i sas i dan ident i f ikasi t anah kosong u n t u k pemanfaatan 
t a n a m a n pangan s emus im di kecamatan . 

Non per iz inan 

I l l P e l aksanaan pener imaan dan pemer iksaan permohonan iz in 
m e m b u k a tanab d i kecamatan . 

Non per iz inan 

112 Pengawasan terbadap pe l aksanaan i z in lokas i . 

Non per iz inan 

113 Pengawasan terbadap i z in m e m b u k a t anah di w i l ayah kecamatan . 

16 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN D E S A 
Non per iz inan 114 E v a l u a s i Produk H u k u m D e s a Non per iz inan 

115 Rekomendas i penya luran d a n a yang m a s u k ke desa 
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KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN 

1 2 3 
116 Rekomendas i pengangkatan d a n pemberhent ian perangkat desa 

dan anggota B P D 
117 K la r i f i kas i k ekayaan mi l i k desa a k h i r t a h u n 

118 Ver i f ikas i dan rekomendas i penyelenggaraan pembentukan , 
pemekaran , penggabungan dan penghapusan desa/ p e d u k u h a n 
dan k e l u r a h a n ser ta pe rubahan s ta tus desa 
menjadi k e l u r a n a n a i w i i ayan Kecama ian 

119 Ver i f ikas i dan rekomendas i pembentukan, penetapan dan 
pengesahan B P D ser ta Penggantian Antar W a k t u (PAW) di w i l ayah 
kecamatan 

120 Ver i f ikas i dan rekomendas i penya lu ran dan penca i ran A D D , 
TPAPD , Bag i Has i l Pa jak dan Bag i H a s i l Re t r ibus i , se r ta d a n a 
l a i n n y a dar i Pemer intah dan/a tau Pemer intah Dae rah d i w i l ayah 
kecamatan 

121 Koord inas i dan fas i l i tas i penyelenggaraan admin i s t ras i 
pemer intahan desa yang mel iput i admin i s t ras i desa , L P P D , L K P J 
kepa la desa dan in formasi L P P D di w i l ayah kecamatan 

ivooruinasi u a n l as i i i i a s i penyelenggaraan a u m i n i s i r a s i K c i u r a n a n 
di w i l ayah kecamatan . 

123 Koordinas i dan fas i l i tas i pemi l ihan, pencalonan, pengangkatan, 
pe lant ikan, dan pemberhent ian Kepa l a D e s a d i w i l ayah 
kecamatan 

124 Koord inas i dan fas i l i tas i pengis ian perangkat desa di w i l ayah 
kecamatan 

125 Koord inas i dan fas i l i tas i penyelenggaraan pembentukan , 
pemekaran , penggabungan dan penghapusan desa/ p e d u k u h a n 
dan k e l u r a h a n ser ta pe rubahan s ta tus desa menjadi k e l u r a h a n 

126 Koordinas i dan fas i l i tas i pembentukan , penetapan, pengesahan 
B P D se r ta Pengganti An ta r W a k t u B P D seka l a kecamatan 

127 Koord inas i dan fas i l i tas i pengelolaan asset dan keuangan desa d i 
w i l ayah kecamatan 

128 Koord inas i pengembangan kapas i t a s pemer intah desa dan 
I r 1 X 1 -^J"^ L x *^ ^X 4 TV TV 1 V T#^ L x 1 V T^ T^ T̂T -W^ .~>k 4-

k e l u r a n a n ui w i iayan kecamatan 
129 Pemb inaan dan pengawasan penyelenggaraan admin i s t ras i 

pemer intahan desa yang mel iput i admin i s t ras i desa, L P P D , L K P J , 
dan in fonnas i LPPD d i w i l ayah kecamatan . 

130 Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan admin i s t ras i 
k e l u r a h a n di w i layab kecamatan . 

131 Pembinaan dan nencawasan nemi l iban oencalonan 
* AAA —' A A A X.AA.̂ A. A V.A ̂ .A. A A —̂' A A AA V V .̂Â  AA \..A * A ^A AAAAAAX X (.A-A X y I / V_. X A \ ' • j 1 \J I XOxJL X y 

pengangkatan, pe lant ikan dan pemberhent ian kepa la desa d i 
w i layab kecamatan 

132 Pembinaan dan pengawasan pengis ian perangkat desa d i w i l ayah 
kecamatan 

133 Pembinaan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran , 
penggabungan dan penghapusan desa/pedukuhan dan k e l u r a h a n 
ser ta pe rubahan s ta tus desa menjadi k e l u r a h a n d i w i l ayah 
kecamatan 

134 X—X X • X 1 X X X IT—k T—«T—S. v-w • 

Pembinaan pembentukan dan pengesahan B P D ser ta Pergant ian 
Antar W a k t u (PAW) B P D 

135 Pembinaan, pengawasan, superv is i dan fas i l i tas i peran B P D d i 
w i l ayah kecamatan 

136 Pembinaan , pengawasan, dan superv is i pengelolaan keuangan 
dan asset desa di w i layah kecamatan 

137 Pembinaan, pengawasan, superv is i , dan fas i l i tas i pengembangan 
kapas i t a s pemer intah desa dan k e l u r a h a n d i w i l ayah kecamatan 

138 Pembinaan terhadap pendapatan dan k e k a y a a n desa ser ta B a d a n 
U s a h a Mi l ik D e s a (BUMDes ) . 
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139 P e n y u s u n a n da ta base apara tur pemer in taban desa d i w i l ayah 

kecamatan 

140 Penyelenggaraan bimbingan, konsu l t as i , pe lat ihan dan pendid ikan 
hae i aneeota B P D d i w i l a vah kecamatan 
i_J C-Cy^^ A tA_A A V _S _ V_/ A- k_A -I—A A '—* AA A V T A A AA_ ^ AA_A A A A V_A_A A A A * A 

141 Konsu l t a s i dan bimtek pengelolaan keuangan dan asset desa d i 
w i l ayah kecamatan 

142 Penyelenggaraan bimbingan, konsu l t as i , pe lat ihan dan pend id ikan 
bagi pemer intah desa d a n k e l u r a h a n d i w i l ayah kecamatan 

143 Monitoring pelaporan penyelenggaraan admin i s t ras i pemerintahajn 
QcS3. ya i i g rncupiiLi 3.urniriiistr<Aai cicod, ivjrr^u, L/jvru xvcpcud. i-'cad-
dan in formasi L P P D di w i l ayah kecamatan 

T A A 144 Moni ionng peiaporan penyelenggaraan aom in i s i r a s i K c i u r a n a n u i 
w i l ayah kecamatan 

145 Monitoring pemi l ihan, pencalonan, pengangkatan, pe lant ikan dan 
pemberhent ian Kepa la D e s a di w i l ayah kecamatan 

146 Monitoring pengis ian perangkat desa di w i l ayah kecamatan 

147 Monitoring dan eva luas i s e r ta pelaporan penyelenggaraan, 
pembentukan , pemekaran , penggabungan dan penghapusan 
desa/ p e d u k u h a n dan k e l u r a h a n ser ta pe rubahan s ta tus desa 
menjadi k e l u r a h a n di w i l ayah kecamatan 

148 Monitoring pembentukan, penetapan d a n pengesahan B P D se r ta 
PAW B P D di w i l ayah kecamatan 

149 Monitoring dan eva luas i ser ta pelaporan peran B P D di w i l ayah 
kecamatan 

150 Monitoring dan eva luas i se r ta pelaporan pengelolaan dan asset 
desa d i w i l ayah kecamatan 

151 Monitoring dan eva luas i se r ta pelaporan pengembangan kapas i t as 
pemer intah desa dan k e l u r a h a n di w i l ayah kecamatan 

152 Koord inas i dan fas i l i tas i penguatan ke lembagaan d i w i l ayah 
X V A A d A l l C L L C A L X . 

153 Koord inas i dan fas i l i tas i peran ser ta masya raka t d i w i l a yah 
kecamatan . 

154 Koord inas i dan fas i l i tas i nen ingkatan neran ser ta masva raka t 
^ v.. Â A A A AA A AA_A A A AA. .—J AAA A AA_ AA A A-. A AAA A > ^ A A. A A A_A_A A AA AA A A_A.A A A J AA A V. A-A. AAA l̂ X. A 1 V OCX CX.Xk.CA. C 

da lam penataan dan pendayagunaan ruang k a w a s a n perdesaan di 
w i l ayah kecamatan . 

155 Pe l aksanaan nengolahan da ta nrofil desa dan nrofil k e lu rahan di 
Â A A.A_A A AA A.A_A A A_A_A.A_A A ' Â A A ̂  ^ AA A A.A—A A .—ÂA A A.A A.A. A .—*_ AA A AA AAA k * O" AJCA- C * CAJ. A C^ A.A AAA Xk.\.jX CA X C4.XXCX.XX VA.X 

wi layah kecamatan . 
156 Penyelenggaraan penguatan ke lembagaan k e m a s y a r a k a t a n d i 

w i l ayah kecamatan . 

157 Pe l aksanaan peningkatan peran se r ta masya raka t da l am 
penataan dan pendayagunaan r u a n g k a w a s a n perdesaan dan 
k e l u r a h a n di w i l ayah kecamatan . 

158 Monitoring dan eva luas i se r ta pelaporan dan pengolaban da ta 
profil desa dan k e l u r a h a n d i w i l ayah kecamatan . 

159 Monitoring dan eva luas i se r ta pelaporan pe l aksanaan pe lat ihan d i 
w i l ayah kecamatan . 

160 Monitoring dan eva luas i se r ta pelaporan pe l aksanaan peran ser ta 
m a s y a r a k a t da l am penataan dan pendayagunaan r u a n g k a w a s a n 
perdesaan dan k e l u r a h a n di w i l ayah kecamatan 

161 Koord inas i dan fas i l i tas i pemberdayaan lembaga adat budaya d i 
w i l ayah kecamatan 

http://CX.Xk.CA
http://C4.XXCX.XX
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162 Koord inas i dan fas i l i tas i pemberdayaan perempuan d i w i l ayah 

kecamatan 

163 Koord inas i dan fas i l i tas i pemberdayaan pe l aksanaan gerakan P K K 
d i w i l ayah kecamatan 

164 Pembinaan dan superv is i pemberdayaan lembaga adat dan 
budaya d i w i layah kecamatan 

165 Pembinaan dan superv is i p e l aksanaan pemberdayaan perempuan 
di w i l ayah kecamatan 

166 Koord inas i pemberdayaan m a s y a r a k a t me la lu i pe layanan 
Teknologi Tepat G u n a (TTG) . 

167 Superv i s i pemberdayaan m a s y a r a k a t me la lu i pe layanan Teknologi 
Tepat G u n a (TTG) . 

168 Monitoring dan eva luas i pemberdayaan m a s y a r a k a t me la lu i 
pe layanan Teknologi Tepat G u n a (TTG) . 

169 Fas i l i t a s i penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk 
m i s k i n di w i l ayah kecamatan . 

170 Fas i l i t a s i penyelenggaraan pengembangan u s a h a ekonomi 
ke luarga dan kelompok m a s y a r a k a t di w i l ayah kecamatan . 

171 Fas i l i t a s i penyelenggaraan pengembangan produks i dan 
pemasaran h a s i l u s a h a m a s y a r a k a t di w i l ayah kecamatan . 

17 SOS IAL 

Non per iz inan 
172 Koordinas i da lam pe l aksanaan kegiatan dan da lam pengir iman 

k l i en ke pusat -pusat rehabi l i tas i . Non per iz inan 

173 Fas i l i t a s i pe l aksanaan pembinaan bagi a n a k . 

Non per iz inan 

174 Fas i l i t a s i pen jmluhan sos ia l dan pencegahan a n a k ter lantar . 

Non per iz inan 

175 Fas i l i t a s i pendataan dan pemantauan keberadaan a n a k ter lantar . 

Non per iz inan 

176 Fas i l i t a s i pembinaan dan pendataan j a n d a per int is kemerdekaan 
dan ke luarga pah lawan . 

Non per iz inan 

177 Member ikan rekomendas i kepada Organisas i Sos ia l/Pant i Sos ia l 
yang berada di desa/ k e l u r a h a n da lam h a l pendaftaran 
baru/u lang . 

Non per iz inan 

178 Koord inas i pe l aksanaan kegiatan bagi w a n i t a r a w a n sos ia l 
ekonomi, korban t indak kekerasan/t ra f i ck ing dan ke luarga 
migran. 

Non per iz inan 

179 Pengumpulan da ta tentang masa lab sos ia l dan sumber potensi 
sos ia l 

18 KEBUDAYAAN 

a . Per i z inan 180 Pember ian iz in kelompok kesen ian u n t u k pentas ke lua r daerah 

b. Non Per iz inan 
181 Rekomendas i pember ian penghargaan kepada sen iman yang te lah 

ber jasa kepada bangsa dan negara di w i l ayah kecamatan . b. Non Per iz inan 

182 Rekomendas i penemuan benda-benda cagar budaya 

b. Non Per iz inan 

183 Rekomendas i pendir ian group kesen ian 

b. Non Per iz inan 

184 Fas i l i t a s i , p e l aksanaan kegiatan kebudayaan daerah t ingkat 
kecamatan 
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185 Pe l aksanaan pembentukan dan/a tau pengelolaan pusat kegiatan 

kesen ian di w i l ayah kecamatan . 
186 Pe l aksanaan keb i jakan nas ional/prov ins i dan penetapan 

keb i jakan kabupaten da lam r a n g k a per l indungan, pengembangan 
dan pemanfaatan kesen ian di w i l ayah kecamatan . 

187 Penyelenggaraan per l indungan, pengembangan dan pemanfaatan 
kebudayaan di w i layah kecamatan , m e l i p u t i : 

a . P enanaman n i la i -n i la i t rad is i se r ta pembinaan w a t a k dan 
bud i pekert i bangsa. 

b. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap T u h a n Y a n g 
M a h a E s a dan lembaga adat. 

19 S T A T I S T I K 

Non Per iz inan 

188 Fas l i t a s i penyelenggaraan kegiatan stat is t ik be rupa pember ian 
d u k u n g a n penyelenggaraan s tat is t ik dasar dan sektora l 
kecamatan ya i tu pember ian d u k u n g a n penyelenggaraan survey, 
s e n s u s dan kompi las i admin i s t ras i . 

2 0 K E A R S I P A N 

Non Per iz inan 189 Pembinaan ta ta kea rs ipan terhadap perangkat desa/ke lu rahan . Non Per iz inan 
190 Penyelenggaraan penataan d a n pengelolaan ars ip d inamis ak t i f 

dan i n ak t i f k ecamatan dan desa/ke lu rahan . 

Non Per iz inan 

191 Pelaporan pengelolaan ars ip d inamis dan in ak t i f setiap semester 
ke kabupaten . 

Non Per iz inan 

192 Pelaporan ars ip stat is , ars ip se jarah dan budaya d i l ingkungan 
kecamatan dan desa/ k e l u r a h a n ke S K P D pengampu u r u s a n 
kea rs ipan 

Non Per iz inan 

193 Pe layanan kears ipan program ars ip m a s u k desa. 

Non Per iz inan 

194 Pengawasan terhadap penyelenggaraan ta ta kea rs ipan perangkat 
de s a / k e lu rahan . 

2 1 PERPUSTAKAAN 

Non Per iz inan 
195 Pembinaan ta ta pe rpus takaan terhadap perangkat kecamatan dan 

desa/ke lu rahan . Non Per iz inan 

196 Pembinaan tekn is s e m u a j e n i s pe rpus takaan d i desa/ k e l u r a h a n / 
pontren berupa : 

Non Per iz inan 

a . Pembentukan pe rpus takaan desa/ke lurahan . 

Non Per iz inan 

b. ! Pengelolaan pe rpus takaan sesua i dengan standar . 
i _ _ _ 

Non Per iz inan 

c. i Pengembangan Sumber D a y a M a n u s i a (SDM). 

Non Per iz inan 

d. Pengembangan s a r a n a d a n p r a s a r a n a sesua i s tandar 

Non Per iz inan 

197 Monitoring dan eva luas i terhadap berkembangnya pe rpus takaan 
masya raka t 

I I . URUSAN PILIHAN 
2 2 K E L A U T A N DAN PERIKANAN 

Non Per iz inan 198 Koord inas i terhadap pember ian rekomendas i i z in pembudidayaan 
dan pengolaban has i l p e r i kanan Non Per iz inan 

199 Fas i l i t a s i pendataan ta ta ruang dan ta ta guna l ahan bud i daya 
pe r ikanan . 

Non Per iz inan 

200 Fas i l i t a s i pendataan a l ih fungsi l ahan bud i daya pe r ikanan 

2 3 PERTANIAN 

Non Per iz inan 
2 0 1 Pember ian rekomendas i u s a h a pengolaban h a s i l pe rkebunan d i 

kecamatan . 
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RINCIAN PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI K E P A D A CAMAT 

NO URUSAN 
KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN 

1 2 3 
202 Koordmas i pemoenan reKomenaas i u s a n a ouQiaaya perKeounan. 
203 Pemetaan potensi dan pengelolaan l a h a n per tan ian w i l ayah 

kecamatan . 

ODd Tripntifi lrti"!! r n r i n n p n n nanffan dan m a k a n a n nokok m a s v a r a k a t 
^\J'-T X . C U . 1 C L 1 1 K C U 1 ^ C X - l X g C U X X X C U l i x x c u ^ c u x c x ^ . / v y x w / x x . x x x x x . x x ^ cxx^ x x x . x x x . x 

t ingkat kecamatan . 
205 Pemantauan dan pengawasan iz in u s a h a perkebunan d i 

kecamatan 

206 Koord inas i pember ian rekomendas i pemberian i z in u s a h a 
pe ternakan. 

207 Koord inas i pencegahan penyaki t menu la r di kecamatan . 

208 Fas i l i t a s i pe l aksanaan penanggulangan w a b a h dan penyaki t 
hewan menu la r di kecamatan . 

209 Fas i l i t a s i p emantauan iz in u s a h a pe ternakan di kecamatan . 

210 Fas i l i t a s i pendataan u s a h a dan a l ih fungsi u s a h a pe ternakan. 

2 4 PARIWISATA 

a . Per i z inan 

b. Non Per iz inan 

2 1 1 Pember ian iz in terdaftar sa l on/ tukang c u k u r a . Per i z inan 

b. Non Per iz inan 212 Pember ian iz in terdaftar persewaan audio v i s u a l 
a . Per i z inan 

b. Non Per iz inan 
213 Pembinaan Kelompok S a d a r W i s a t a (Pokdarwis) oleb kecamatan 

beker jasama dengan Kabupaten . 

a . Per i z inan 

b. Non Per iz inan 

214 Membina, meme l ihara dan memantau potensi par iw isa ta . 

a . Per i z inan 

b. Non Per iz inan 

215 Pembinaan masya raka t pe laku j a s a u s a h a par iw isata . 

a . Per i z inan 

b. Non Per iz inan 

216 Fas i l i t a s i pe l aksanaan d imas diajeng t ingkat kecamatan . 

a . Per i z inan 

b. Non Per iz inan 

217 Fas i l i t a s i penyelenggaraan promosi di w i l ayah kecamatan : 

a . Per i z inan 

b. Non Per iz inan 

a . Penyelenggaraan w idya w i s a t a di w i l ayah kecamatan ser ta 
mengir im dan mener ima peserta group w idyawisa ta 

a . Per i z inan 

b. Non Per iz inan 

b. Peserta pameran / event, roadshow beker jasama dengan 
pemer intah kabupaten 

a . Per i z inan 

b. Non Per iz inan 

c. Penyediaan in formasi pa r iw i sa ta ke pusat pe layanan 
in formasi par iw isa ta , pe layanan in formasi pa r iw i sa ta d i 
w i l ayah kecamatan 

a . Per i z inan 

b. Non Per iz inan 

218 Fas i l i t a s i pengembangan s i s tem informsi pemasaran par iw i sa ta d i 
w i l ayah kecamatan 

a . Per i z inan 

b. Non Per iz inan 

219 Fas i l i t as i pe l aksanaan keb i jakan kabupaten da lam pengembangan 
sumber daya m a n u s i a par iw i sa ta d i w i l ayah kecamatan . 

a . Per i z inan 

b. Non Per iz inan 

220 Monitoring dan eva luas i pengembangan par iw isa ta di w i l ayah 
kecamatan . 

2 5 INDUSTRI 

Non Per i z inan 2 2 1 Pembinaan u s a h a i ndus t r i kec i l , t rad is ional dan r u m a h tangga. Non Per i z inan 

222 Pencatatan, pendataaan, monitor ing sektor i ndus t r i m ikro 
in formal dengan investas i mes in pera latan (di lua r t anah dan 
bangunan) di w i l ayah sampa i dengan Rp .50 .000 .000 , -

2 6 PERDAGANGAN 

Perdagangan Dalam Negeri 

a . Per i z inan 223 Pember ian iz in Pedagang K a k i L i m a (PKL) d i l ua r l ingkup pasar 

b. Non Per iz inan 
224 Koord inas i pe l aksanaan pengawasan barang beredar dan j a s a d i 

w i l ayah kecamatan . 

225 Penyelenggaraan sos ia l i sas i keb i j akan pengawasan barang 
beredar dan j a s a di w i l ayah kecamatan . 
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RINCIAN PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CABIAT 

NO URUSAN 
V m i T W W A A S V ^ A J l ^ T ' k V i i «iBAFif% A A A 9 

KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN 

t 
X 2 3 

226 Monitoring d a n eva luas i kegiatan in formasi pasa r d a n s tab i l i sas i 
h a i ^ di kecamatan . 

227 Monitoring d a n eva luas i keg iatan pen ingkatan penggunaan 
produks i da lam negeri d i w i l ayah kecamatan . 

228 Monitoring barang beredar dan j a s a d i w i l ayah kecamatan . 

2 7 KETRANSMIORASIAN 

Non Per iz inan 229 Koord inas i sos ia l i sas i pendaftaran calon t ransmigran Non Per iz inan 
230 Koord inas i K I E T ransmig ras i 

^K j l ^ U P A T I KONAWE UTARA, i f 


